ABSTRAK

Pemberantasan korupsi bukanlah pekerjaan yang ringan, maka peran serta
masyarakat dan dukungan masyarakat dianggap sebagai faktor pendukung yang
penting dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Peran serta
masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam pencegahan dan
pemberantasan tindak pidana korupsi, karena korupsi tidak hanya merugikan
keuangan negara tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi
masyarakat secara luas.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan peran serta
masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dan
pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak
pidana korupsi di Kota Semarang.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah socio legal
research, spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis. Penelitian ini
menggunakan data primer dengan mengadakan wawancara langsung dengan
responden dan data sekunder yang berasal dari perundang-undangan dan literatur
yang mendukung penelitian ini. Metode penentuan sample yang digunakan adalah
purposive sampling dan metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan peran serta masyarakat dalam
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dalam peraturan
perundang-undangan di Indonesia telah dimulai sejak berlakunya KUHAP. Peran
serta masyarakat di Kota Semarang dilaksanakan berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta
Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi dimana peran serta masyarakat dapat diwujudkan dalam
bentuk memberikan informasi atau melaporkan adanya dugaan telah terjadi tindak
pidana korupsi, mengawal kasus-kasus korupsi agar segera diselesaikan oleh
aparat penegak hukum serta melakukan kegiatan-kegiatan pencegahan terjadinya
tindak pidana korupsi.
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